
 
 

 
 

 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 22 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL 

ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai 

landasan bagi penetapan jabatan fungsional yang diperlukan 

dalam penyelenggaraan, pengembangan profesionalisme dan 
pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil Daerah, dipandang 

perlu menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

 

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 

Sekolah dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama 
Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 01/III/PB/2011, dan Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas 
Sekolah dan Angka Kreditnya, serta terjadinya penambahan 

jumlah satuan pendidikan dan penambahan jumlah guru 
sebagai sasaran tenaga fungsional Pengawas Sekolah, maka 

perlu melakukan perubahan atas Formasi Jabatan 
Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 
Tahun 2006 tentang Formasi Jabatan Fungsional Angka 

Kredit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara; 

 

Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
5679);  

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai  Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952); 
 
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 
 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan 
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; 

 
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, dan 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; 

 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2011 Nomor 2 ), sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan, 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu 
Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Tahun 2015 Nomor 5 ); 
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11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit di 

Lingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai 
Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2006 Nomor 12 Seri D Nomor 2); 

  

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 15 TAHUN 2006 
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI 
UTARA. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 15 
Tahun 2006 tentang Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan 
Pemerintah Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 12 Seri D Nomor 2), diubah sebagai 
berikut: 

 
1. Lampiran Rekapitulasi Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2), khususnya pada angka 18 Instansi/Unit Kerja Dinas 

Pendidikan, diubah sebagai berikut: 
 

No 
Instansi/Unit 

Kerja 
Nomenklatur Jabatan  

Fungsional Angka Kredit 

Jenis J
u
m

la
h

 F
o
rm

a
s
i 

H
o
ris

o
n

ta
l 

K
e
t. 

K
e
te

ra
m

p
ila

n
 

K
e
a
h

lia
n
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
18 

 
Dinas Pendidikan 

 
1. Pranata Komputer 
2. Penilik 
3. Pamong Belajar 
4. Guru 
5. Analis Kepegawaian 
6. Pamong Budaya 
7. Pengawas Taman Kanak-

kanak (TK) 
8. Pengawas Sekolah Dasar 

(SD) dan SDLB 
9. Pengawas Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 
dan SMPLB 

10. Pengawas Sekolah 
Menengah Atas 
(SMA/SMK)) dan 
SMALB/SMKLB 

11. Pengawas Bimbingan dan 
Konseling 
 

 
2 
3 
- 

2.290 
- 

10 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 

11 
7 
- 
1 
- 

11 
 

18 
 

11 
 
 
6 
 
 
 
2 
 
 

 
2 
14 
7 

2.290 
1 
10 
11 
 

18 
 

11 
 
 
6 
 
 
 
2 
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2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 
11a yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 11a 

 
(1) Khusus untuk Jabatan Fungsional Angka Kredit Pengawas Sekolah, dalam 

menjalankan tugasnya mengacu kepada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka 
Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, dan Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas 

Sekolah dan Angka Kreditnya. 

(2) Penetapan Pengawas Sekolah adalah pada sekolah di lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

(3) Penunjukan Satuan Pendidikan sebagai sasaran Pengawas dilakukan oleh 
Kepala Dinas Pendidikan, dan dilakukan rolling antar Pengawas Sekolah 

terhadap satuan pendidikan sebagai sasaran pengawasan dilakukan 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan menjadi kewenangan Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara. 

 
 

Ditetapkan  di Amuntai 

pada tanggal  18 Juni 2015  
 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
              CAP/TTD 

 
    H.ABDUL WAHID HK 

 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal  18 Juni 2015  
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
       HULU SUNGAI UTARA, 

 
               CAP/TTD 
 

     H. EDDYAN NOOR IDUR 
  
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  

TAHUN 2015 NOMOR 22. 

 
 

 


